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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepetingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 

tentang pemerintah daerah (desentralisasi) untuk mengurus perekonomiannya 

sendiri. Otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan 

mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mardiasmo (2002) 

menyebutkan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain 

PAD yang sah. 

Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya 

diantaranya ketersediaan dana. Masalah terbatasnya dana untuk 

penyelenggaraan pembangunan  sering terjadi di setiap daerah. Oleh karena 
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itu, dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah 

diharuskan lebih aktif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber 

pendapatan daerahnya yang sangat potensial serta ketergantungan terhadap 

bantuan pusat harus seminimal mungkin, namun harus tetap mengikuti 

ketentuan perundangan yang berlaku. Setiap daerah mempunyai potensi 

pendapatan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran 

maupun jumlah penduduk. 

Salah satu yang mempunyai peranan penting dan berkontribusi 

terhadap PAD adalah penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi 

daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh 

dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus 

disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan kemudian 

diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan 2 

sumber PAD, di samping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan 
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serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan 

daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan 

daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Berbagai macam upaya dapat dilakukan guna mengoptimalkan 

penerimaan pajak dan retribusi daerah. Menurut Soemitro (1990) upaya-

upaya ini dapat dilakukan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. 

Intensifikasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah kota/ kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak dan 

retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif 

serta peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan 

ekstensifikasi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/ 

kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan melalui penciptaan 

sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang salah satunya adalah melalui 

kegiatan investasi. 

Berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang 

bersumber dari pajak dan retribusi, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2011, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan 8 jenis pajak daerah yang 

ruang lingkupnya meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah serta pajak 

sarang burung walet. Peraturan Daerah tersebut mengatur secara rinci tentang 

subyek dan obyek pajak hingga tarif untuk masing-masing pajak daerah. 
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Pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 

ke seluruh pemerintah kabupaten/ kota se-Indonesia, sedangkan pengalihan 

pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintah kabupaten/ kota dilaksanakan 

paling lambat 1 Januari 2014. Kota Surabaya merupakan kota pertama yang 

menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2011 yang kemudian 

disusul Kota Yogyakarta dan 16 kota lainnya pada tahun 2012. 

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mengatur tentang 

penerimaan retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 

3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha serta Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 

 Sebagai icon  kota pendidikan, kota budaya dan kota pariwisata, 

dengan jumlah wisatawan domestik maupun manca negara yang relatif besar 

setiap tahunnya potensi bisnis Kota Yogyakarta berpeluang menjadi sumber 

utama bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memungut pajak daerah. Di 

sektor industri dan perdagangan, melalui banyak jasa usaha, potensi retribusi 

dalam hal pendirian usaha juga tak kalah besar dalam kontribusinya terhadap 

penerimaan daerah. Dari banyaknya potensi pajak dan retribusi daerah yang 

dimiliki Kota Yogyakarta tersebut dapat membantu pemerintah daerah untuk 

meningkatkan penerimaan daerah sehingga mampu mengoptimalkan pajak 

dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. 
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 Penerimaan pajak dan retribusi efektif serta pemungutan pajak dan 

retribusi yang efisien dapat dilihat secara time series. Hal ini tentunya akan 

memudahkan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait 

perencanaan di tahun-tahun selanjutnya. Dari latar belakang tersebut 

mendorong dilakukannya penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi yang 

dituangkan dalam penelitian yang berjudul : Analisis Pajak dan Retribusi 

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta 

(Periode Tahun 2008 - 2015). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Memajukan perekonomian suatu daerah, mensejahterkan 

masyarakat, dan membuat suatu daerah mandiri dalam membiayai 

pengeluaran daerahnya sendiri, hal tersebut merupakan tuntutan utama dalam 

pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah melakukan berbagai cara dan 

upaya agar bisa meningkatkan secara optimal potensi yang ada di daerah 

sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

daerah. Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap 

pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharuskan meningkatkan PAD. 

PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Apakah tingkat pencapaian pungutan pajak daerah di Kota Yogyakarta 

tahun 2008-2015 sudah efektif? 

2. Apakah tingkat pencapaian pungutan retribusi daerah di Kota Yogyakarta 

tahun 2008-2015 sudah efektif? 

3. Apakah pajak daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Yogyakarta tahun 2008-2015 dan masuk dalam klasifikasi kriteria 

apa? 

4. Apakah retribusi daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Yogyakarta tahun 2008-2015 dan masuk dalam klasifikasi kriteria 

apa? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Batasan dari penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah secara keseluruhan di Kota Yogyakarta yang dikelola dan 

dipungut oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Yogyakarta pada tahun 2008-2015 (kurun waktu 8 tahun). Analisis dilakukan 

dengan menghitung rasio efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah 

menurut Halim (2004) dalam Octovindo Irsandy, dkk (2014) dan analisis 

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD menurut Handoko 

(2013) dalam Octovindo Irsandy, dkk (2014). 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan pajak daerah di Kota 

Yogyakarta tahun 2008-2015 sudah efektif 

2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan retribusi daerah di Kota 

Yogyakarta tahun 2008-2015 sudah efektif 

3. Untuk mengetahui apakah pajak daerah berkontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2008-2015 dan apa 

kriterianya  

4. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah berkontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta tahun 2008-2015 dan apa 

kriterianya 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini secara terperinci adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan mampu menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam menetapkan target di tahun selanjutnya serta dalam membuat 

kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah baik 

efektivitas pengelolaan maupun pemungutannya. 
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2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti tentang 

pajak dan retribusi daerah dan trend laju pertumbuhan setiap tahunnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi yang transparant mengenai realisasi penerimaan 

pajak dan retribusi daerah di Kota Yogyakarta. 

4. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

 

F. METODELOGI PENELITIAN 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis diskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:8) penelitian 

diskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan 

gambaran hasil penelitian. Pendekatan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan metode kuantitatif 

digunakan menganalisis pengukuran secara kuantitas terhadap variabel yang 

dikaji atau dianalisis. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode wawancara tidak terstruktur, studi pustaka, dan 

dokumentasi. 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam 

pembahasan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, alat analisa, 

metodologi penelitian serta kerangka penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori sebagai pendekatan 

permasalahan yang akan diteliti. Terdapat juga pendokumentasian 

hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. 

BAB III : METODE     PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang objek penelitian, gambaran umum 

subjek penelitian, metode analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini dan data-data yang digunakan beserta sumber-sumber 

data. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan 

hasil pengolahan data. 

BAB VI : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini 

yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran bagi 

peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait. 
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